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Air Law as the study of the laws is regulating everything that relating to aviation, including aircraft 
increasingly prevalent discussed in the national and international field. This is because the air law is the law 
of relatively new and developing. As one object of legal studies of air, aircraft is reagulated in order to 
achieve justicy, expediency, legal security and in order to bring aviation safety. In the technological era, the 
aircraft developed to be flown without a pilot (unmanned) on board, or known as drone/ Pesawat Udara 
Tanpa Awak (PUTA). Such developing make inquiries regarding the legal status of drone aircraft as. As the 
chief international air law, Chicago Convention 1944 has been familiar with the term “pilotless aircraft”, as 
contained in Article 8 of the Convention. Furthermore, in the air law of Indonesia, drone is regulated at the 
level of Regulation of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number  90/2015. This 
method of research used juridicial normative by analytical descriptive study to describe the legal status and 
rules of drone in international and national air law. So that it is known in the field of international air law 
was normative regulates only for the regulation of drones, whereas Regulation of Minister of Transportation 
of the Republic of Indonesia Number  90/2015 is providing administrative law for rule of drone only. 
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Hukum Udara sebagai kajian hukum yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan penerbangan 
termasuk pesawat udara semakin marak di bahas di lingkungan internasional dan nasional. Hal tersebut 
karena hukum udara bisa dikatakan hukum yang relatif baru dan sedang berkembang. Sebagai salah satu 
objek kajian hukum udara, pesawat udara diatur sedemikian rupa demi mencapai keadilan, kemanfaatan, 
kepastian hukum dan demi mewujudkan keselamatan penerbangan. Pada era teknologi ini, pesawat udara 
dikembangkan agar dapat diterbangkan dari jarak jauh tanpa harus dikendarai oleh sang pilot (nir awak), 
atau yang dikenal dengan istilah drone/ Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA). Teknologi yang demikian 
membuat pertanyaan terkait status legalitas drone sebagai pesawat udara. Namun, sebagai payung hukum 
udara internasional, Konvensi Chicago 1944 telah mengenal drone dengan istilah pilotless aircraft 
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 Konvensi. Selanjutnya ditingkat nasional drone diatur dalam 
tataran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 (Permenhub 90/2015). Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analistis yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan status dan pengaturan drone sebagai salah satu pengembangan pesawat udara dalam 
lingkungan hukum udara internasional dan hukum udara nasional. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam 
lingkungan hukum udara internasional hanya bersifat normatif dan dalam tahap pengembangan hukum 
untuk pengaturan drone, sedangkan di tingkat nasional Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan sama sekali tidak mengatur drone atau PUTA, Permenhub 90/2015 hanya menyediakan 
aturan mengenai drone yang bersifat administratif. 
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